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l. UuMUM

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP
dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hak yang
diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

Besaran ganti kerugian dan proses pemberian ganti kerugian kepada
korban pada tahun 1983 tentunya sudah tidak sesuai dengan kondisi
perkembangan negara Indonesia saat ini, sehingga menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi korban pemohon ganti kerugian.

Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
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